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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai tindak pidana hanya karena dianggap buruk secara moral, tetapi harus terlebih dahulu dirumuskan dalam norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, tindak pidana selalu berkaitan dengan asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Pengertian ini menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan titik temu antara perbuatan manusia, larangan hukum, dan ancaman sanksi pidana.

Istilah tindak pidana dalam literatur hukum Indonesia sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit. Para sarjana memberikan penjelasan yang berbeda-beda, namun secara umum tetap bertemu pada inti yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya dapat dikenai pidana. Perbedaan rumusan dari para ahli lebih banyak terletak pada cara menekankan unsur-unsurnya, misalnya ada yang menitikberatkan pada sifat melawan hukum, ada pula yang menekankan pada dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu kepada pelaku. Dari sini dapat dipahami bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga dari hubungan perbuatan itu dengan sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Dalam perspektif doktrinal, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan diancam dengan pidana. Rumusan tersebut menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus ada kecocokan yang jelas antara fakta perbuatan dengan rumusan norma pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, konsep tindak pidana sangat penting dalam menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang berada di luar jangkauan hukum pidana.

Secara praktis, pengertian tindak pidana sangat penting bagi aparat penegak hukum, karena menjadi dasar awal untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat diproses melalui mekanisme pidana. Polisi, jaksa, dan hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa peristiwa yang terjadi memang memenuhi karakter sebagai tindak pidana sebelum melangkah pada tahap pembuktian dan penjatuhan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian tindak pidana bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga memiliki fungsi operasional dalam praktik peradilan pidana. Dengan memahami konsep ini secara tepat, maka penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai prinsip keadilan.

Tindak pidana menjadi landasan utama untuk menelaah apakah perbuatan pelaku dalam kasus pencurian handphone benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Analisis yuridis tidak boleh hanya berdasar pada adanya kerugian korban, tetapi juga harus memperhatikan apakah seluruh unsur pidana terpenuhi secara sah. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pengertian tindak pidana menjadi dasar konseptual yang akan mengantar analisis lebih lanjut terhadap tindak pidana pencurian.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan apakah suatu fakta konkret sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur itu, maka perbuatan yang dilakukan seseorang tidak dapat dipidana, walaupun secara sosial mungkin dianggap merugikan atau tidak patut. Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur tindak pidana sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah adanya pemidanaan yang sewenang-wenang.

Secara umum, unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan aspek lahiriah dari perbuatan, seperti tindakan, akibat, keadaan tertentu, dan hubungan sebab akibat. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan, kealpaan, maksud, atau niat tertentu. Pembedaan ini penting karena hukum pidana tidak hanya menilai apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menilai sikap batin yang menyertai perbuatan itu. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana menuntut pembuktian yang tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga psikologis dan normatif.

Unsur melawan hukum juga merupakan elemen yang sangat penting dalam tindak pidana. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang belum tentu dapat dipidana apabila ternyata terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya. Karena itu, dalam menilai suatu tindak pidana tidak cukup hanya melihat perbuatannya secara formal, tetapi juga harus diperiksa apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum dalam arti materiel. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja secara hati-hati agar tidak mempidana orang yang secara hukum sebenarnya memiliki alasan yang dibenarkan.

Selain unsur melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi faktor penting dalam penilaian pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia tidak memiliki kemampuan jiwa yang cukup untuk menyadari arti perbuatannya. Oleh sebab itu, unsur tindak pidana dalam praktik sering dihubungkan dengan pertanyaan lebih lanjut mengenai kesalahan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga pada pelaku sebagai subjek yang dinilai layak atau tidak untuk dipidana.

Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana akan membantu menguraikan apakah tindakan pelaku telah sesuai dengan konstruksi delik pencurian menurut hukum pidana. Analisis ini nantinya harus melihat unsur mengambil, objek barang, kepemilikan orang lain, serta maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dengan memahami unsur tindak pidana secara umum terlebih dahulu, pembahasan terhadap unsur khusus dalam tindak pidana pencurian akan menjadi lebih sistematis dan mudah diarahkan pada fakta perkara yang sedang dikaji.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis berdasarkan sudut pandang tertentu. Penggolongan ini penting untuk memudahkan pemahaman terhadap karakter setiap delik dan cara penerapan hukumnya. Ada tindak pidana yang dibedakan berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, berdasarkan cara perumusannya, berdasarkan ada tidaknya unsur kesengajaan, hingga berdasarkan sumber pengaturannya. Dengan adanya klasifikasi tersebut, hukum pidana menjadi lebih sistematis dan memudahkan aparat penegak hukum maupun akademisi dalam melakukan analisis terhadap suatu peristiwa pidana.

Salah satu klasifikasi yang dikenal luas adalah pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan umumnya dipandang sebagai perbuatan yang lebih serius karena menyerang kepentingan hukum yang penting, seperti jiwa, harta benda, kehormatan, dan keamanan negara. Sementara itu, pelanggaran biasanya dipahami sebagai perbuatan yang sifatnya lebih ringan dan ancaman pidananya pun lebih rendah. Pembedaan ini penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena membantu menjelaskan tingkat keseriusan suatu perbuatan dalam sistem pemidanaan.

Jenis tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang itu dilakukan, tanpa harus menunggu akibat tertentu. Adapun delik materiil menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pembedaan ini penting karena akan memengaruhi cara pembuktian dalam suatu perkara pidana. Dalam delik formil, fokus utama ada pada tindakan pelaku, sedangkan dalam delik materiil penegak hukum juga harus membuktikan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Selanjutnya, tindak pidana juga dapat dibedakan atas delik sengaja dan delik karena kealpaan. Delik sengaja mensyaratkan adanya kehendak atau pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya, sedangkan delik kealpaan terjadi karena kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Pembedaan ini sangat penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan tingkat kesalahan pelaku. Hukum pidana memandang bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki tingkat kecelaan yang berbeda dengan perbuatan yang timbul karena kelalaian.

Klasifikasi tindak pidana berguna untuk menempatkan tindak pidana pencurian dalam kerangka hukum pidana yang tepat. Pencurian termasuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda dan pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan, karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain. Dengan memahami jenis tindak pidana tersebut, analisis terhadap kasus pencurian handphone akan lebih terarah, khususnya dalam menentukan sifat deliknya, pola pembuktiannya, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku.

4. Subjek Tindak Pidana
Subjek tindak pidana adalah pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam pandangan klasik, subjek tindak pidana pada dasarnya adalah manusia sebagai pribadi kodrati, karena hanya manusia yang dianggap memiliki kehendak, kesadaran, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai subjek tindak pidana selalu berkaitan erat dengan persoalan siapa yang dapat dipidana menurut hukum pidana. Tanpa penentuan subjek yang jelas, maka proses pemidanaan akan kehilangan arah dan dasar legitimasi hukumnya.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa subjek tindak pidana tidak selalu terbatas pada manusia perseorangan. Dalam perkembangan tertentu, korporasi juga dapat ditempatkan sebagai subjek tindak pidana apabila undang-undang secara tegas mengaturnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam praktik, tindak pidana tertentu justru sering dilakukan melalui badan usaha atau organisasi yang memiliki struktur, kehendak kolektif, dan kapasitas menimbulkan kerugian yang besar. Karena itu, pembahasan tentang subjek tindak pidana harus dipahami secara dinamis mengikuti perkembangan sistem hukum pidana modern.

Walaupun demikian, dalam banyak tindak pidana konvensional seperti pencurian, subjek utamanya tetap merupakan orang perorangan. Hal ini karena pencurian pada umumnya dilakukan oleh individu yang secara langsung melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain. Dalam kasus seperti ini, penentuan subjek tindak pidana tidak terlalu sulit, tetapi yang lebih penting ialah memastikan apakah orang tersebut memang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian, pembahasan tentang subjek tindak pidana tidak berhenti pada identifikasi pelaku, tetapi juga menyangkut kualitas pertanggungjawaban yang dapat dilekatkan padanya.

Subjek tindak pidana juga berkaitan dengan penyertaan, yaitu ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam situasi demikian, hukum pidana harus mampu membedakan siapa pelaku utama, siapa yang turut serta, siapa yang membantu, dan siapa yang menganjurkan. Pembedaan ini penting karena masing-masing bentuk keterlibatan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan kata lain, pembahasan subjek tindak pidana bukan hanya tentang siapa yang melakukan, tetapi juga bagaimana posisi hukumnya dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Pembahasan tentang subjek tindak pidana penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam perkara pencurian yang sedang dikaji. Apabila dalam fakta perkara terdapat pihak lain yang membantu menjual atau mengalihkan hasil kejahatan, maka perlu dianalisis apakah mereka termasuk subjek tindak pidana lain, misalnya sebagai penadah atau peserta dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, pemahaman tentang subjek tindak pidana menjadi penting agar analisis hukum tidak hanya terfokus pada pelaku utama, tetapi juga dapat melihat kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian peristiwa pidana tersebut.

B. 
Gambaran Umum Pencurian

1. Pengertian Pencurian
Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling tua dan paling dikenal dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk dimiliki. Walaupun tampak sederhana, pengertian ini mengandung unsur yang cukup kompleks karena menyangkut adanya tindakan aktif pelaku, objek berupa barang, status kepemilikan barang tersebut, dan niat untuk menguasai secara melawan hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pengertian pencurian sangat penting sebagai dasar untuk memahami bentuk-bentuk pencurian yang berkembang dalam praktik.

Dalam doktrin hukum pidana, pencurian dipandang sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang menyerang kepentingan hukum atas kepemilikan benda. Perlindungan terhadap harta kekayaan merupakan salah satu fungsi penting hukum pidana, karena kepemilikan benda memiliki kaitan erat dengan rasa aman dan keberlangsungan hidup seseorang. Oleh sebab itu, pencurian bukan hanya dilihat sebagai pengambilan barang semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian memiliki dimensi sosial dan yuridis sekaligus.

Pencurian juga berbeda dengan perbuatan melawan hukum lain yang berkaitan dengan benda, misalnya penggelapan atau penadahan. Dalam pencurian, barang sejak awal berada di luar kekuasaan pelaku, lalu diambil dan dipindahkan ke dalam penguasaannya. Sedangkan dalam penggelapan, barang pada mulanya berada dalam penguasaan yang sah, lalu disalahgunakan. Pembedaan ini penting karena dalam praktik sering kali terdapat kekeliruan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan ke dalam jenis delik tertentu. Oleh sebab itu, pengertian pencurian harus dipahami secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan norma pidana.

Dalam kehidupan sehari-hari, tindak pidana pencurian sering terjadi karena bertemunya niat pelaku dengan kesempatan yang tersedia. Pelaku dapat memanfaatkan situasi yang lengah, lemahnya pengawasan, atau kondisi lingkungan yang mendukung untuk mengambil barang milik orang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencurian tidak selalu dilakukan dengan cara yang rumit, tetapi justru sering terjadi dalam situasi yang tampak biasa. Karena itu, pengertian pencurian dalam kajian hukum pidana juga perlu dipahami dalam hubungannya dengan realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian
Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam sistem hukum pidana Indonesia terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan ini penting karena memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dan bagaimana ancaman pidana dikenakan kepada pelakunya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak milik setiap orang dari perampasan yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang dasar hukum pencurian merupakan hal yang fundamental dalam kajian tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Pengaturan pokok mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar umum untuk semua analisis awal terhadap tindak pidana pencurian. Pasal ini memuat unsur inti pencurian, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan tersebut menjadi titik tolak untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk pencurian biasa atau justru berkembang ke dalam bentuk pencurian yang memiliki keadaan memberatkan, meringankan, atau karakter khusus lainnya. Dengan demikian, Pasal 362 KUHP memegang posisi sentral dalam pembahasan pencurian.

Selain pencurian biasa, hukum pidana Indonesia juga mengenal beberapa bentuk khusus pencurian yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya. Misalnya pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan yang memiliki karakter serta ancaman pidana yang berbeda. Pengaturan yang beragam ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pencurian sebagai perbuatan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk dengan tingkat bahaya yang tidak sama. Karena itu, dasar hukum pencurian tidak dapat dipahami hanya dari satu pasal, tetapi harus dibaca sebagai satu rangkaian norma yang saling berkaitan.

Di samping pengaturan dalam hukum materiil, penanganan perkara pencurian juga harus berpedoman pada hukum acara pidana. Proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di persidangan harus dilakukan sesuai ketentuan KUHAP agar penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tetap menjunjung due process of law. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum pencurian tidak hanya terletak pada ketentuan deliknya, tetapi juga pada prosedur hukum yang mengatur cara negara menegakkan larangan tersebut. Dengan demikian, kajian dasar hukum pencurian selalu menyangkut dua sisi sekaligus, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Pembahasan dasar hukum tindak pidana pencurian penting untuk menilai ketepatan penerapan pasal dalam kasus pencurian handphone yang menjadi objek kajian. Dasar hukum tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan apakah perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik pencurian biasa atau memiliki kemungkinan dikaitkan dengan bentuk lain yang lebih khusus. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik terhadap dasar hukum pencurian akan membantu mengarahkan analisis yuridis secara lebih tepat dan sistematis.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Unsur-unsur tindak pidana pencurian pada dasarnya bersumber dari rumusan delik yang terdapat dalam KUHP. Unsur pertama adalah adanya perbuatan mengambil. Kata mengambil menunjukkan adanya tindakan aktif dari pelaku untuk memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya sendiri. Unsur ini penting karena tanpa adanya tindakan pengambilan, maka perbuatan itu tidak dapat disebut sebagai pencurian. Dengan demikian, inti awal dari pencurian selalu terletak pada adanya tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku terhadap barang tertentu.

Unsur berikutnya adalah barang sesuatu. Dalam hukum pidana, barang yang menjadi objek pencurian pada umumnya dipahami sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Barang tersebut dapat berupa benda bergerak maupun dalam perkembangan tertentu dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang diakui hukum. Penegasan mengenai barang sesuatu ini penting karena tidak semua objek dapat menjadi sasaran pencurian. Karena itu, pembahasan unsur ini membantu menjelaskan batasan objek yang dilindungi oleh hukum pidana dalam delik pencurian.

Selanjutnya, barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini menegaskan bahwa pencurian hanya terjadi apabila objek yang diambil bukan sepenuhnya milik pelaku. Jika barang yang diambil adalah milik sendiri, maka pada dasarnya unsur pencurian tidak terpenuhi, meskipun dalam situasi tertentu mungkin timbul masalah hukum lain. Unsur kepemilikan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pencurian merupakan serangan terhadap hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain, delik pencurian erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum di bidang harta kekayaan.

Unsur yang paling menentukan dalam pencurian adalah maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur ini berkaitan dengan kehendak batin pelaku untuk menguasai barang yang diambil seolah-olah miliknya sendiri, padahal ia mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. Unsur ini sangat penting karena membedakan pencurian dari perbuatan lain yang mungkin sekadar memegang atau memindahkan barang tanpa niat memiliki. Oleh sebab itu, analisis terhadap unsur subjektif ini harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan rangkaian tindakan pelaku sebelum, pada saat, dan sesudah perbuatan terjadi.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa jenis tindak pidana pencurian yang dibedakan berdasarkan sifat perbuatan, keadaan saat perbuatan dilakukan, serta nilai barang yang diambil. Pembedaan ini dibuat agar setiap bentuk pencurian dapat diberikan respons hukum yang proporsional sesuai tingkat bahaya dan kerugiannya. Dengan demikian, tidak semua pencurian diperlakukan sama dalam hukum pidana, karena ada kondisi tertentu yang membuat suatu perbuatan dinilai lebih berat atau lebih ringan. Pengelompokan jenis pencurian ini juga penting untuk membantu penerapan pasal secara tepat dalam praktik peradilan pidana.

Bentuk yang paling dasar adalah pencurian biasa, yaitu pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian ini menjadi bentuk umum yang dipakai apabila tidak terdapat keadaan khusus yang memberatkan atau meringankan. Dalam praktik, pencurian biasa sering menjadi titik awal analisis sebelum aparat penegak hukum mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal lain yang lebih spesifik. Oleh sebab itu, pemahaman tentang pencurian biasa sangat penting karena menjadi dasar untuk membandingkan bentuk-bentuk pencurian lainnya.

Selain pencurian biasa, terdapat pencurian dengan pemberatan yang diatur bagi keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan cara tertentu yang dipandang lebih berbahaya. Adanya keadaan memberatkan menunjukkan bahwa hukum pidana menilai bukan hanya perbuatannya, tetapi juga situasi dan cara pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat bahaya atau semakin besar gangguan terhadap rasa aman masyarakat, maka semakin berat pula ancaman pidananya. Dengan demikian, jenis pencurian dengan pemberatan mencerminkan respons hukum terhadap tingkat kecelaan yang lebih tinggi.

Hukum pidana juga mengenal pencurian ringan yang biasanya dikaitkan dengan nilai barang yang rendah, serta pencurian dengan kekerasan yang memiliki karakter berbeda karena disertai ancaman atau kekerasan terhadap orang. Pembedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana berupaya membangun klasifikasi yang proporsional berdasarkan intensitas serangan terhadap kepentingan hukum. Dalam pencurian ringan, perhatian lebih diarahkan pada nilai kerugian yang kecil, sedangkan dalam pencurian dengan kekerasan perhatian lebih tertuju pada ancaman terhadap keselamatan atau kebebasan korban. Dengan demikian, setiap jenis pencurian memiliki karakter hukum yang berbeda dan memerlukan penanganan yang juga berbeda.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian
Tindak pidana pencurian tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam kriminologi, kejahatan sering dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu, lingkungan, ekonomi, dan kesempatan. Pelaku pencurian dapat terdorong oleh kebutuhan hidup, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol diri, atau adanya peluang yang terbuka untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, memahami faktor penyebab pencurian menjadi penting agar pembahasan hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga melihat akar sosial dari terjadinya tindak pidana tersebut.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan pencurian adalah faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi, pengangguran, tekanan kebutuhan hidup, dan ketimpangan sosial dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kejahatan terhadap harta benda. Meskipun faktor ekonomi tidak dapat dijadikan pembenar terhadap perbuatan pidana, kenyataannya kondisi tersebut sering muncul sebagai latar belakang terjadinya pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat tempat kejahatan itu tumbuh.

Selain faktor ekonomi, lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya pencurian. Seseorang yang hidup di lingkungan yang permisif terhadap tindakan melawan hukum, bergaul dengan pelaku kejahatan, atau terbiasa melihat hasil kejahatan sebagai sesuatu yang menguntungkan dapat lebih mudah terdorong untuk melakukan pencurian. Lingkungan yang buruk dapat menurunkan sensitivitas moral seseorang terhadap hak milik orang lain. Oleh sebab itu, faktor sosial dan lingkungan perlu mendapat perhatian dalam menjelaskan mengapa tindak pidana pencurian masih sering terjadi.

Faktor kesempatan juga merupakan penyebab yang sangat penting dalam pencurian. Banyak kasus pencurian terjadi bukan semata-mata karena pelaku telah lama merencanakan, melainkan karena melihat adanya peluang yang mudah dimanfaatkan, seperti barang yang ditinggalkan tanpa pengawasan, kunci kendaraan yang diletakkan sembarangan, atau situasi tempat yang sepi. Dalam konteks ini, kelalaian korban atau lemahnya pengamanan sering menjadi kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan. Meskipun demikian, kesempatan bukanlah penyebab tunggal, melainkan faktor yang bekerja bersama dengan niat pelaku.

C. 
Gambaran Umum Kelalaian Korban
1. Pengertian Kelalaian
Kelalaian pada dasarnya merupakan sikap kurang hati-hati, kurang waspada, atau tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian sering dikaitkan dengan keadaan ketika seseorang tidak memiliki maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kurangnya perhatian terhadap keadaan yang seharusnya dapat diperkirakan.

Kelalaian berbeda dengan kesengajaan. Kesengajaan mengandung unsur kehendak dan pengetahuan untuk melakukan suatu perbuatan atau menimbulkan akibat tertentu, sedangkan kelalaian lebih menekankan pada tidak dilaksanakannya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, kelalaian tidak selalu menunjukkan adanya niat jahat, tetapi menunjukkan adanya kekurangan dalam menjaga, mengawasi, atau memperhatikan sesuatu.

Dalam perkara pencurian, kelalaian korban dapat dipahami sebagai keadaan ketika korban tidak cukup berhati-hati dalam menjaga barang milik pribadinya. Misalnya, korban meletakkan handphone di tempat terbuka, meninggalkan barang tanpa pengawasan, atau tidak memastikan barang berada dalam penguasaannya. Keadaan seperti ini dapat menjadi faktor yang mempermudah pelaku melakukan pencurian.

Dengan demikian, kelalaian korban bukan berarti menghapus kesalahan pelaku pencurian. Pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya apabila memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Namun, kelalaian korban dapat menjadi faktor penting dalam memahami kronologi perkara, cara pelaku melakukan perbuatan, dan bagaimana penyidik menilai hubungan antara kesempatan, kelengahan korban, dan tindakan pelaku.

2. Bentuk-Bentuk Kelalaian Korban 

Bentuk kelalaian korban dalam menjaga barang milik pribadi dapat terlihat dari tindakan korban yang tidak menempatkan barangnya dalam pengawasan yang aman. Barang pribadi seperti handphone merupakan benda bergerak yang mudah dipindahkan, diambil, atau disembunyikan, sehingga pemiliknya perlu menjaga barang tersebut dengan kehati-hatian yang memadai.

Kelalaian dapat terjadi ketika korban meninggalkan handphone di atas meja, kursi, kendaraan, tempat umum, atau lokasi lain yang mudah dijangkau orang lain. Dalam keadaan demikian, pelaku dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan korban. Kondisi ini sering terjadi karena korban merasa aman atau tidak memperkirakan adanya kemungkinan pencurian.

Bentuk kelalaian lainnya adalah kurangnya perhatian korban terhadap situasi sekitar. Misalnya, korban sedang berbicara, beristirahat, bekerja, atau melakukan aktivitas lain sehingga tidak memperhatikan keberadaan handphone miliknya. Kelengahan seperti ini dapat membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian secara cepat.

Selain itu, kelalaian korban juga dapat berupa tidak segera mengamankan barang setelah digunakan. Handphone yang diletakkan sembarangan, tidak dimasukkan ke saku atau tas, atau ditinggalkan di tempat yang tidak diawasi dapat memudahkan pelaku mengambil barang tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara pencurian handphone, bentuk kelalaian korban sering menjadi bagian penting dalam rekonstruksi peristiwa.

3. Kelalaian Korban sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

Kelalaian korban dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil barang. Dalam tindak pidana pencurian, kesempatan sering kali menjadi faktor yang mendorong pelaku melakukan perbuatan, terutama apabila barang berada dalam posisi mudah dijangkau dan tidak diawasi oleh pemiliknya.

Meskipun demikian, kelalaian korban tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan pelaku. Tindak pidana pencurian tetap terjadi apabila pelaku mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Artinya, sekalipun korban lalai, unsur kesalahan pelaku tetap harus dianalisis berdasarkan perbuatan mengambil, objek barang, kepemilikan orang lain, dan maksud melawan hukum.

Kelalaian korban lebih tepat diposisikan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang dapat mempermudah terjadinya tindak pidana. Dalam perkara pencurian handphone, pelaku dapat melihat adanya kesempatan akibat barang tidak dijaga, kemudian memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil barang milik korban. Dengan demikian, kelalaian korban berhubungan dengan peluang terjadinya pencurian, bukan dengan penghapusan pidana bagi pelaku.

Dalam proses analisis perkara, faktor kelalaian korban dapat membantu menjelaskan bagaimana tindak pidana terjadi. Penyidik dapat melihat apakah barang benar berada dalam penguasaan korban, kapan korban kehilangan barang, siapa yang berada di sekitar lokasi, bagaimana pelaku memperoleh kesempatan, dan bagaimana barang tersebut berpindah dari korban kepada pelaku. Dengan demikian, kelalaian korban menjadi bagian dari konstruksi kronologi perkara.

4. Kedudukan Kelalaian Korban dalam Proses Penyidikan Pencurian

Dalam proses penyidikan pencurian, kelalaian korban memiliki kedudukan sebagai fakta yang dapat menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa pidana. Penyidik perlu menggali keterangan korban mengenai posisi barang, waktu terakhir barang terlihat, aktivitas korban saat kejadian, serta keadaan tempat kejadian perkara. Keterangan tersebut dapat membantu penyidik menyusun kronologi peristiwa secara lebih jelas.

Kelalaian korban juga dapat membantu penyidik menilai cara pelaku melakukan pencurian. Apabila handphone berada di tempat terbuka dan tidak diawasi, maka pelaku mungkin melakukan pencurian dengan memanfaatkan kesempatan. Namun, apabila barang berada dalam penguasaan tertutup, maka penyidik perlu melihat kemungkinan adanya cara lain, seperti mengambil dari tas, saku, kendaraan, atau tempat penyimpanan tertentu.

Kedudukan kelalaian korban dalam penyidikan tidak mengubah sifat pidana dari perbuatan pencurian. Pelaku tetap dapat diproses apabila unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, penyidik harus tetap berfokus pada pembuktian unsur pencurian, bukan hanya pada kelengahan korban.

Dengan demikian, kelalaian korban dalam penyidikan berfungsi sebagai fakta pendukung untuk memahami keadaan sebelum, saat, dan sesudah pencurian terjadi. Fakta tersebut dapat digunakan untuk memperkuat analisis mengenai kesempatan pelaku, posisi barang, hubungan antara korban dan pelaku, serta proses berpindahnya barang dari penguasaan korban kepada pelaku.

D. Tinjauan Umum tentang Penyidikan
1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti tersebut digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan berbeda dengan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti setelah terdapat dugaan kuat bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana.

Dalam perkara pencurian, penyidikan bertujuan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Penyidik harus mengumpulkan keterangan korban, keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, serta keterangan tersangka apabila telah ditemukan pihak yang diduga melakukan perbuatan tersebut.

Penyidikan juga merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menilai kelengkapan berkas perkara. Apabila penyidikan dilakukan secara tidak cermat, maka konstruksi pembuktian perkara dapat menjadi lemah pada tahap penuntutan maupun persidangan.

Adapun bentuk-bentuk tindakan penyidikan dalam tindak pidana menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan
Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana. 

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
Penyidik dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara untuk mengamankan lokasi, menjaga barang bukti, dan memperoleh keterangan awal. 

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri
Penyidik berwenang menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai serta memeriksa identitasnya apabila berkaitan dengan dugaan tindak pidana. 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Penyidik dapat melakukan tindakan paksa tersebut sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh KUHAP. 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Penyidik berwenang memeriksa serta menyita surat yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian. 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
Penyidik dapat mengambil sidik jari dan memotret seseorang untuk kepentingan identifikasi dalam proses penyidikan. 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
Penyidik berwenang memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana. 

8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara
Penyidik dapat mendatangkan ahli apabila perkara membutuhkan keterangan khusus, seperti ahli pidana, ahli forensik, ahli digital, dokter, atau ahli lainnya. 

9. Mengadakan penghentian penyidikan
Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Penyidik juga dapat melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, patut, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penyidikan dalam perkara pencurian merupakan proses hukum yang bertujuan membangun kejelasan peristiwa, menemukan pelaku, mengamankan barang bukti, dan memastikan apakah unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi.

2. Dasar Hukum Penyidikan

Dasar hukum penyidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP mengatur pengertian penyidik, pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, alat bukti, serta tata cara pemeriksaan dalam perkara pidana.

Selain KUHAP, dasar hukum penyidikan oleh kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyidikan oleh Polri juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi penyidik agar proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam perkara pencurian, dasar hukum materiil yang digunakan adalah Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut mengatur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan demikian, dasar hukum penyidikan perkara pencurian mencakup KUHAP sebagai hukum acara pidana, Undang-Undang Kepolisian sebagai dasar kewenangan Polri, Perpol Nomor 6 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis penyidikan, dan Pasal 362 KUHP sebagai dasar hukum materiil tindak pidana pencurian.

3. Tujuan Penyidikan

Tujuan utama penyidikan adalah membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam perkara pencurian, tujuan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti mengenai perbuatan mengambil barang, status kepemilikan barang, keadaan korban, serta hubungan pelaku dengan barang yang dicuri.

Penyidikan juga bertujuan memastikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan dugaan. Oleh karena itu, penyidik harus menguji keterangan korban, saksi, dan tersangka dengan barang bukti atau petunjuk lain yang relevan.

Dalam perkara pencurian handphone akibat kelalaian korban, tujuan penyidikan tidak hanya untuk mengetahui siapa pelaku pencurian, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana kelalaian korban memberi kesempatan bagi pelaku. Penyidik perlu melihat posisi handphone, waktu kehilangan, tempat kejadian, serta tindakan pelaku setelah mengambil barang tersebut.

Tujuan penyidikan juga berkaitan dengan penyusunan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkas perkara harus memuat kronologi, alat bukti, keterangan pihak terkait, barang bukti, dan pasal yang disangkakan kepada tersangka.

Dengan demikian, tujuan penyidikan dalam perkara pencurian adalah membangun kejelasan peristiwa secara menyeluruh. Penyidikan harus mampu menjawab apa yang terjadi, siapa pelakunya, bagaimana perbuatan dilakukan, barang apa yang diambil, siapa pemilik barang, dan apakah unsur pencurian telah terpenuhi.

4. Tahapan-Tahapan Penyidikan

Tahapan penyidikan dalam perkara pidana pada umumnya dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan adanya peristiwa pidana dan menentukan langkah penyidikan yang diperlukan.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan alat bukti. Penyidik dapat memeriksa korban, saksi, tersangka, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara pencurian handphone, barang bukti dapat berupa handphone yang ditemukan, bukti kepemilikan, keterangan saksi, atau petunjuk lain yang menunjukkan perpindahan barang dari korban kepada pelaku.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan hukum tertentu seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, atau pemeriksaan lanjutan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh KUHAP. Tindakan tersebut harus dilakukan secara sah agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penuntutan maupun persidangan.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai cara pelaku melakukan perbuatan, alasan mengambil barang, keberadaan barang hasil pencurian, dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Tahap akhir penyidikan adalah penyusunan dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Berkas perkara memuat hasil pemeriksaan, alat bukti, identitas tersangka, kronologi tindak pidana, serta pasal yang disangkakan.
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